WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Yth. 1. Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Wali Kota

2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
3. Seluruh Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Bontang

SURAT EDARAN
Nomor: 188.65/1404/0RG /2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN WALI KOTA BONTANG NOMOR

A.

188.65/761/0ORG/2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TENAGA KONTRAK DAERAH DALAM TATANAN NORMAL BARU DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

Latar belakang

Bahwa dengan semakin meningkatnya kasus positif Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Bontang yang didominasi dari
transmisi lokal serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, dimana
untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 serta mengurangi penularan
yang dapat terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang perlu untuk
melakukan perubahan terhadap Surat Edaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Wali Kota
Bontang Nomor 188.65/761/0ORG/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai
Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah dalam Tatanan Normal Baru di
Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.



Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan pelaksanaan
tugas dan fungsi serta pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota
Bontang berjalan efektif dan aman serta tetap memprioritaskan kesehatan
dan keselamatan PNS dan TKD.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan
penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Pemerintah
Kota Bontang berjalan secara optimal.

Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat sistem kerja PNS dan TKD dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Bontang untuk melaksanakan pelayanan publik secara produktif dan
aman COVID-19.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273}

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962).

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor G,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Kota Bontang Tahun 2020 Nomor
1k



13. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019

Memperhatikan

1.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus
Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES /328/2020
tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam

Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413 /202

tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
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Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah
diubah dengaﬂ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem

Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/551/DINKES/2020
tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus
Disease 2019 Kota Bontang.

Instruksi Wali Kota Bontang Nomor 188.55/1/DINKES/2020 tentang
Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan dalam Mengantisipasi
Corona Virus Disease 2019,

Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/472/DINKES/2020
tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).

Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/761/0ORG/2020
tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah
dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Wali Kota Bontang
Nomor 188.65/948/0ORG/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran
Wali Kota Bontang Nomor 188.65/761/0ORG/2020 tentang Sistem
Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah dalam Tatanan
Normal Baru.

Isi Edaran

Mengubah ketentuan penyesuaian sistem kerja PNS dan TKD dalam
Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/761/0RG /2020 tentang

Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah dalam

Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Wali Kota Bontang
Nomor 188.65/948/0ORG/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran
Wali Kota Bontang Nomor 188.65/761/0ORG/2020 tentang Sistem Kerja

Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah dalam Tatanan Normal

Baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Ketentuan huruf F angka 2 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf 1

sampai dengan n sehingga berbunyi sebagai berikut:

B

Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis

dalam mengatur jumlah PNS dan TKD yang melaksanakan WFO di

lingkungan kerjanya berdasarkan data zonasi risiko Kota Bontang

yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan WFO sebagaimana

dimaksud dalam huruf 1 berdasarkan data zonasi risiko sebagai

berikut:

1) Apabila Kota Bontang berkategori tidak berdampak/tidak ada
kasus, PNS dan TKD yang melaksanakan WFO sebanyak 100%
(seratus persen).

2) Apabila Kota Bontang berkategori risiko rendah, PNS dan TKD
yang melaksanakan WFO paling banyak 75% (tujuh puluh lima
persen).

3) Apabila Kota Bontang berkategori risiko sedang, PNS dan TKD
yang melaksanakan WFO paling banyak 50% (lima puluh persen).

4) Apabila Kota Bontang berkategori risiko tinggi, PNS dan TKD
yang melaksanakan WFO paling banyak 25% (dua puluh lima
persen).

Ketentuan mengenai pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan

WFO diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Unit

Pelaksana Teknis dengan fleksibilitas dan prinsip mencapai target

kinerja serta agar meningkatkan fungsi pengawasan, khususnya

kepada pegawai yang WFH untuk tetap melaksanakan kewajiban
sebagaimana diatur dalam huruf F angka 2 huruf ¢ angka 9) Surat

Edaran Wali Kota Bontang Nomor 188.65/761/ORG/2020 tentang

Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah dalam

Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

G. Penutup

1.

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Wali Kota
Bontang Nomor 188.65/761/0RG/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai
Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah dalam Tatanan Normal Baru
di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah diubah
dengan Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor
188.65/948/0ORG/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Wali
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Kota Bontang Nomor 188.65/761/0ORG/2020 tentang Sistem Kerja
Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah dalam Tatanan

Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan

dengan Surat Edaran ini.

2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020 sampai

dengan terdapat evaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

Ditetapkan di Bontang

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Kalimantan Timur



